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PENDAHULUAN
1.1. Sgjarah Badan Pertanahan Nasional
1.1.1. Zaman Hindia Belanda
Prinsip yang dianut oleh pemerintah kolonial padat stu
adalah untuk memperoleh hasil yang istimewa keppithak
penjajah dan kepastian hak, akibatnya dari hahdalah hukum
agrarian yang ada menjadi begitu beraneka ragam.
Pada masa itu, hukum agraria dibagi menjadi beberapcam
menurut:
1. Sistem pemerintahan:
» Daerah gubernemen
Daerah yang di perintah langsung oleh atau atasanam
pemerintah pusat.
« Daerah swapraja
Daerah yang tidak diperintah langsung oleh penarint
pusat. Akibat dari adnya pemberlakuan hukum inialadl
dikenal istilah tanah mentah di daerah swaprajaadan
terhadap tanah itu berlaku hukum adat.
2. Wilayah jawa dan luar jawa

3. Agrarische wet



Hukum ini dimaksudkan untuk menguntungkan pemehminta
penjajah dengan cara mempersempit kesempatan @drgsiwasta
untuk mendapat jaminan atas tanah.
Kepada para pengusaha hanya di berikan hak sewsaatzh
kosong selama 20 tahun yang dikenal dengan naersaonlijk.
Tanah macam itu tidak dapat dijadikan jaminan hgitan
Pada tahun 1860 - 1870 diajukan suatu rancangaangnd
undang yang ketentuannya adalah sebagai berikut:
Tanah negara dapat diberikan hak erfpacht palimg 80 tahun.
Persewaan tanah tidak di benarkan.
Persewaan tanah dengan pribumi dan golongan latudi
Hak tanah adat diganti menjadi hak eigendom.
Tanah komunal diganti menjadi milik.
Undang-undang hanya berlaku di jawa dan madura.
Undang-undang ini di setujui tetapi tidak mengahuolk
permohonan tentang hak tanah adat diganti menjgénéom
dengan 5.1870-55.

. Pernyataan tanah Negara
Berlaku untuk luar daerah jawa dan madura.
Semua tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagahtamék, di
anggap sebagai tanah negara dalam artian dimiéki megara.

. Menurut BW dikenal beberapa istilah tanah :

« Hakeigendom



» Hak postal
e Hak pinjam pakai
» Hakerpacht
e Hak pinjam
6. Menurut hokum adat
Dikenal konsep hak ulayat, yaitu hak satu persekutdalam
masyarakat hukum adat untuk pengusahaan tanah layalvi
hukum adatnya. Tanah ulayat dapat menjadi hak mik&

hubungan antara angota masyarakat hukum adanggaeg.

1.1.2. Masa Penjajahan Jepang

Pemerintah Bala Tentara jepang Bermaksud menjadikan
Indonesia sebagai benteng pertahanan menghadapi
Kekuatan sekutu, dalam pengepungan (blokade) uhtuk
Melipatgandakan” hasil bumi. Agar Indonesia (taj@ala
terutama) dapat menjadi gudang dan sumber perlvekala
perang untuk kuat bertanah bertahun - tahun. Perama
bahan makanan digiatkan. Dengan mewajibkan rakyat
mempergunakan syarat - syarat dan pengetahuamiperta
yang baru. Penanaman padi. Pembuatan kompos untuk
rabuk hasilnya dimaksudkan akan dapat dipakai giexae

dan perbekalan perang, untuk memberi makan kenyang

kepada bala tentara jepang. Rakyat harus Menyerahka



bukti - bukti berupa hasil bumi disamping itu haru
menyerahkan tenaganya sebagai pembantu teritea)(
dan bekerja membentengi garis belakang seldRgausha
(Prajurit Pekerja).

Sumber: STPN, Yogyakarta

1.1.3. Awal kemerdekaan

Ada beberapa peraturan baru untuk mengganti paratagraria

masa kolonial, antara lain:

* Pengawasan terhadap penindakan atas tanah

* Mengutamakan hak warga Negara

* Penguasaan atas tanah-tanah

* Pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat

* Penghapusan tanah partikelir

Yang dimaksud dengan tanah partikelir adalah bekerdengan

hak pertuanan yang meliputi :

1. Hak mengangkat atau memberhentikan kepala desa

2. Hak untuk menuntut kerja paksa atau memungut uang
penggantinya

3. Hak meminta pungutan

4. Hak mendirikan pasar dan meminta biaya pemakalan @an
penyebrangan

5. Hak yang sederajat dengan hak pertuanan.



1.1.4. Lahirnya UUPA

1.15.

Merupakan penjabaran dari pasal 33 UUD '45 yangomieak

secara utuh hukum pertahanan masa kolonial. Adagasar

penyusunan UUPA adalah :

Bahwa negara RI adalah negara yang sebagian ladsatmya
masih bercocok tanam dan semuanya memiliki fungsigy
penting untuk membangun masyarakat yang adil d&mmia
Hukum Agraris yang lama dibuat untuk Kkepentingan
pemerintah kolonial

Hukum agraria yang berlaku bersifat dualisme

Hukum negara tersebut tidak menjamin kepastian fnuku

rakyat

Ketentuan pokok hukum agraria pada 24 September 1960

Setelah terbentuknya undang undang UUPA terbertukla

departement Agraria dan pada tahun 1988 dibentU&RiN yang

disahkan PP 26 / 1998 tentang pembentukan BPN @aa2ggJuni

sampai dengan sekarang.



1.2. Vis Dan Misi BPN

1.2.1. Vis Badan Pertanahan Nasional

122

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan
pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyit, keadilan
dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsiam

kenegaraan Republik Indonesia.

Misi Badan Pertanahan Nasional
Mengembangkan dan menyelenggarakan politik clan
kebijakan pertanahan untuk:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan stsubdver
baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan
kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketgheargan.

2. peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebiedudilan
dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).

3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harrdengan
mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkatamqehan di
seluruh tanah air dan penataan perangkat hukumsidéem
pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkagkséa,

konflik dan perkara di kemudian hari.

4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan

kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses-tehisaya



pada generasi yang akan datang terhadap tanahasshatper
kesejahteraan masyarakat.

5. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa,
semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dala®AJtdan

aspirasi rakyat- secara luas.

1.3. Fungsi Badan Pertanahan Nasional
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN

menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.

3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program ddang
pertanahan.

4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidartgnahan.

5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengudlarapemetaan
di bidang pertanahan.

6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjeepastian
hukum.

7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.

8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agranapeénataan
wilayah-wilayah khusus.

9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasalat@dan milik

negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuang
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10.Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemililedn ta

11.Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.

12.Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, peeawrcadan
program di bidang pertanahan.

13.Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.

14.Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, gedaikonflik di
bidang pertanahan.

15.Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.

16.Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.

17.Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber dayausiaa di
bidang pertanahan.

18.Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan

19.Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitangan
bidang pertanahan.

20.Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antamg,atan/atau
badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuaturpa
perundang-undangan yang berlaku.

21.Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peratiaimgangundangan

yang berlaku.

Sebelas Pilar Agenda K ebijakan Badan Pertanahan Nasional
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN

menyelenggarakan fungsi:



. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Remana
Nasional.

. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftasana
sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruhnheda.

. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanati {garureship).

. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-dkerban bencana
alam dan daerah-daerah konflik.

. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, aengklan
konflik pertanahan di seluruh Indonesia secaramsiatis.

. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional T3INAS),
dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di séhdoihesia.

. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipdan
pemberdayaan masyarakat.

. Membangun data base pemilikan dan penguasaanskakhbesar.

. Melaksanakan secara konsisten semua peraturandaggiundangan

Pertanahan yang telah ditetapkan.

10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.

11.Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dahijddean

Pertanahan.



10

1.5. Logo Badan Pertanahan Nasional
Gambar 1.1
L ogo Badan Pertanahan Nasional

BPN Ry

G
Mg p 1 AOD

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat
Lambang Badan Pertanahan Nasional seperti yantpaterdi

halaman sebelumnya adalah bentuk suatu kesatuabagatan tulisan

terdiri dari:

. * Gambar 4 (empat) butir padi melambangkan Kemakmdem
kesejahteraan. Memaknai atau melambangkan 4 (enipatan
Penataan Pertanahan yang akan dan telah dilakuR&h A yaitu

kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial darrlkepgan.

. O Gambar lingkaran bumi melambangkan sumber penghru

manusia. Melambangkan wadah atau area untuk berksgi BPN
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RI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsgra@a didalam

bumi yang meliputi tanah, air dan udara.

Gambar sumbu melambangkan poros keseimbangarga} (t
Garis Lintang dan 3 (tiga) Garis Bujur Memaknai uata
melambangkan pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang mandé&sdarnya

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahu@019

@?P Gambar 11 (sebelas) bidang grafis Bumi memaknai at
melambangkan 11 (Sebelas) agenda pertanahan yangdak telah
dilakukan BPN RI. Bidang pada sisi sebelah kiri angbangkan
bidang bumi yang berada diluar jangkauan wilayajak@PN RI.
o Warna Coklat melambangkan bumi, alam raya dan cerminan
dapat dipercaya dan teguh.
o Warna Kuning Emas melambangkan kehangatan,
pencerahan, intelektual dan kemakmuran.
0o Warna  Abu-abu melambangkan kebijaksanaan,

kedewasaan serta keseimbangan.



1.6. Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional
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1.6.1. Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor

Wilayah Provinsi Jawa Bar at

Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Gambar 1.2

Kantor Wilayah Provinsi Jawa Bar at

KEPALA KANWIL

Provins Jawa Barat
DRSH.TEDDY
RUKFIADI

Gol:1V/c

Nip.19570502 198012 1 001

STRUKTUR ORGANI SASI KANWIL BPN PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA BAGIAN TATA
USAHA

DRS.H.ARMANSYAH

SALAM
Gol : IV/b
» Nip. 19571129 198003 1 003
L
|
Kasubag Dan Dan nformy
Keuangan DRSH BUDIYARSIH,SE
H.NURHAEDI,SE INDRAWAN, i 19750408 1996052001
o :Ill/d Msi
Gol: Il /d

Nip.19560324 197903 1 001

Nip 19620311 198208 1001

v

KEPALA BIDANG

v

Plt. KEPALA BIDANG
HAK TANAH DAN

SURVEI PENGUKURAN DAN
PEMETAAN

IRHADI
PRIYATNA

Gol: 1V/b
Nip. 19550429 198303 1 001

—

PENDAFTARAN TANAH
ADIANA RATIH
YUNIATI,SH,MA,SP1
Gol:I1V/a
Nip. 19620617 199103 2 002

— 1

v

KEPALA BIDANG
PENGATURAN DAN PENATAAN
PERTANAHAN
IR.JOKO HERIYADI,MM
Gol:1V/a

Nip. 19590408 198503 1001

— |

v

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PERTANAHAN

DAN_PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

EUISNENI
KUSWANDINI,SH,SP1
Gol:IV/a
Nip. 19610903 1991032 001

N

'

KEPALA BIDANG PENGKAJIAN
PENYELESAIAN

'SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

ADIANA RATIH
YUNIATI,SH,MA,SP1

Gol:I1V/a
Nip. 19620617 1991032 002

N

Kepala Seksi
Pengukuran

danPemetaan Dasar

_> IR.FITRIANI
HASIBUAN

Gol: 111/d
Nip. 19670113 109303
2002

Kepala Seksi p Kepala Seksi
Hak Tanah Perorangan Tanah
HADIAT DRSMUHAMMAD
SONDARA.D,SH, NOORSAMSI
MH Gol: 111 /d
Gol: 1l /d Nip. 19610612 198503 1

Nip. 19630916 198603 1
002

Kepala Seksi Pengendalian
Pertanahan

YAN MARTUA
OLOAN.H,sH
ol :11/d
Nip. 19620320 1991 03 1 002

Kepala Seksi Pengkajian
Sengketa dan Konflik
Pertanahan

AGAH
NUGRAHA,SH
Gol: 111 /d
Nip. 19560717 198903 1
001

Kepala Seksi Pemetaan
Tematik

IRI.G.N.PARIAT
| NA JAYA
Gol: 111 /d
Nip.19610727 198903
1001

Kepala Seksi
Penetapan Tanah Badan
ukum

MEIJANA | RAWAN
SUKARJA SH
Gol: 1l /d
Nip. 196770527 199403
100:

Kepala Seksi
Pengukuran Bidang

Kepala Seks
. Pengukuran
Potensi Tanah

Kepala Seksi
Penetapan Tanah
pemerintah
DRSH.USMAN
BUDIHARTO
ol :11/d
Nip. 19651106 198903 1
004

Kepala Seksi

SUPRIATNA, ST
Gol:lll/c
Nip. 19590716 198903 1 002

Penataan Kawasan Tertentu

Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat
MAHFUD,APtnh

ol : 111/d
Nip. 19630817 198503 1 006

Kepala Seksi Landreform
RISWAN
SUHENDI,SH
Gol:111/d
Nip. 10631202 199103 1
001

Kepala Seksi
Pendattaran,
Peralihan,Pembebanan
Dan PPAT
SUTOROSH
Gol: Il /d
Nip. 19630721 199103 1
012

Kepala Seksi Konsolidasi

SRIYONO,SH
Gol: 111/d
Nip. 19501216 198303 1
001

Kepala Seksi Pengkajian dan

Penanganan Perkara
Pertanahan

RJAJAT
PRIATNA,SH
ol :11/d
Nip. 1965612 199103 1 005

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat



1.6.2. Struktur Tugas Sub Bagian Umum dan Informasi

Gambar 1.3
Bagan Struktur Tugas Sub Bagian Umum dan Informasi

KEPALA BAGIAN TATA USAHA
DRS.H.ARMANSYAH SALAM

NIP.19571129 198003 1 003
GOL.IV/b

A

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN INFORMASI
BUDIYARSIH,SE
NIP.19710409 199603 2 001
Gol.ll/d

TETI SULASTRI,SE UDEN SODJAT
NIP.19710107 199403 2 002 NIP.19560313 198203 1 006
Gol.lll/c Gol.ll/d
ZAHEDI EDENG
NIP.19580430 198203 1 006 NIP.19580306 198803 1 002
Golllib Gol.lic
DWI SUSANTO SAHIDIN
NIP.19650512 198603 1 005 NIP.19600110 198803 1 007
Gol.lll/b Gol.ll/d
INA SULFANI,S.IP BAMBANG RUDY AMSAH,A.Md
NIP.19790606 200212 2 004 NIP.19840916 200804 1 002
Gol.lll/b Gol.lllc
YAYAT.MH KUSNADI
NIP.19650513 199003 1 006 NIP.19560816 198303 1 004
Gol.lll/b Gol.llla
UKIN
NIP.19560202 198103 1 005
Gol.ll/a

Ket: Jumlah Staf =1

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat
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1.7. Job Description Sub Bagian Umum dan Informasi Badan Pertanahan

Nasional (BPN)

Tugas dari Sub Bagian Umum dan Informasi Kantorawéh
Jawa Barat adalah melayani pelayanan data danmagirserta hubungan
koordinasi dengan seluruh kantor BPN di selurulayah administratif
Jawa Barat.

Uraian tugas subbagian umum dan informasi memputugas
melakukan urusan surat - menyurat, perlengkapam,rdamah tangga,
pelayanan data dan informasi serta menyiapkan kwasd pelayanan
pertanahan.

Merujuk pada Peraturan Kepala Badan PertanaharomdsRI
No. 5 Tahun 2008 Pasal 5, maka uraian tugas sularbagnum dan
informasi selengkapnya adalah sebagai berikut:

* Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangampartgan
kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang tindakawg yeerlu
diambil dalam urusan surat-menyurat, perlengkapdem rumah
tangga, pelayanan data dan informasi serta memgmkordinasi
pelayanan pertanahan.

e Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangngaig
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahhan lainnya
yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagampaddan

landasan kerja.
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Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakdn Siudbagian
Umum dan Informasi sebagai pedoman pelaksanaars tagea
melaksanakan monitoring pelaksanaannya.

Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusedam@an dan
petunjuk teknis dalam urusan surat-menyurat, pegki@pan, dan
rumah tangga, pelayanan data dan informasi sertayiapkan
koordinasi pelayanan pertanahan.

Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikamgwiah data
dan informasi yang berhubungan dengan urusan swayurat,
perlengkapan, dan rumah tangga, pelayanan datanfimmasi serta
menyiapkan koordinasi pelayanan pertanahan sertgefaan data
dan informasi pertanahan .

Menerima, mengagenda surat-surat masuk serta nhdnasskan
pada masing-masing unit kerja dilingkungan KanwriNB

Melakukan penomoran dan penggandaan surat-sutat re@ngirim
surat keluar.

Melakukan urusan protokoler, menyiapkan tempattraggana dan
jamuan untuk rapat dan persiapan lainnya, serta gunas
penggunaan sarana fisik dan sarana lainnya dilmgg Kanwil
BPN.

Melakukan urusan keamanan, ketertiban dan keberdhator serta
penyiapan upacara/apel.

Menyiapkan administrasi perjalanan dinas dilingkamé&anwil BPN.
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Menyiapkan konsep surat keputusan penunjukan papéngadaan
barang dan jasa, pejabat pengadaan barang dapaas#z pemeriksa
dan penerimaan barang, pengelola barang serta gmgunagjawab
kendaraan dinas.

Menyusun rencana kebutuhan dan melakukan urusagagaan
barang-barang inventaris, blanko dan alat tulisdafATK).
Melakukan inventarisasi, penyimpanan, dan usulangipgpusan
barang-barang inventaris dilingkungan Kanwil BPeaenelakukan
pendistribusian Barang-Barang Milik Negara (BMN),lariko
(sertipikat, PPAT, Daftar-Daftar Isian), ATK, kemadunit kerja
dilingkungan Kanwil BPN.

Menghimpun, menggandakan dan mendistribusikan yo@mat
perundang-undangan dibidang pertanahan serta pergberundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan tugas digigertanahan
ke daerah.

Melakukan konsolidasi data pertanahan dari KanestalRahan untuk
mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikargoieh data
dan informasi pertanahan yang mencakup data persukbidang
tanah, data potensi tanah, data penetapan haktatak, data
pendaftaran tanah, data penguasaan, pemilikan,gpeagn dan
pemanfaatan tanah, data landreform, data konsolidash, data
pengolahan, pengendalian dan pemberdayaan maslyardata

sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta giti@nahan lain
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yang berasal dari Kantor Pertanahan yang masih goeagian sistem
manual.

Melaksanakan pemeliharaan serta perbaikan saramapiearana
kantor.

Menghimpun laporan Barang Milik Negara (BMN) daaietdah
Menyiapkan laporan Unit Akuntansi Pembantu PenggBasang
Wilayah (UAPPB-W) ke BPN RI.

Mengarsipkan surat-surat dinas dan warkah surattsgn hak.
Menyiapkan pelayanan data dan informasi baik bewgga digital
atau analog yang dibutuhkan pimpinan.

Menyiapkan bahan koordinasi pelayanan pertanahan.
Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas-tugas kehumasan.
Menyiapkan sarana dan prasarana serta petugasybigprofesional
untuk  pelayanan, yang meliputi pelayanan informasi,
penerimaan/penelitian berkas, pembayaran/keuangarpenyerahan
produk.

Menyiapkan usulan bagi tenaga administrator petg&mmputerisasi
pelayanan, data dan informasi pertanahan.

Mengelola/melakukan cadangabag¢kup) data digital tekstual dan
data spasial secara rutin dilingkungan Kantor VValkaBPN.
Melakukan inventarisasi permasalahan dan menguraputiahan -

bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam urugat s



18

menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga, pelayalea dan
informasi serta menyiapkan koordinasi pelayanatapahan.

* Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancardakgsnaan
tugasnya dengan unit kerja terkait.

e Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksgrekerjaan
dalam urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan hrutaagga,
pelayanan data dan informasi serta menyiapkandkuasi pelayanan
pertanahan.

* Mengumpulkan dan mengidentifikasi isu-isu strategertanahan
untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BiMlalui
Kepala Bagian Tata Usaha.

* Menyiapkan bahan-bahan koordinasi penelitian dag@abangan.

* Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpina

Uraian Tugas Pasal 30 Peraturan Kepala Badan BhearNasional RI

No. 5 Tahun 2008

1. Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas medakuusan
surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rumadpgéa sarana
dan prasarana, koordinasi pelayanan pertanahaa perigelolaan
data dan informasi.

2. Uraian tugas yang dimaksud dalam pasal tersebualradsebagai
berikut:

1. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-

pertimbangan kepada Kepala Subbagian Tata Usatenten
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tindakan yang perlu diambil dalam melakukan urusarat
menyurat, kepegawaian, perlengkapan,rumah tanggana
dan prasarana, koordinasi pelayanan pertanahana sert
pengelolaan data dan informasi.

. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknita se
bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang
tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja.

. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakah ole
Urusan Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas serta melaksanakan  monitoring
pelaksanaannya

. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis dalam melakukan urgssat
menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rumah targggana
dan prasarana, koordinasi pelayanan pertanahana sert
pengelolaan data dan informasi.

. Mengumpulkan, menghimpun dan
mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi g yan
berhubungan dengan urusan surat menyurat, kepegawai
perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasameorainasi
pelayanan pertanahan serta pengelolaan data darmadi

pertanahan.
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6. Mengumpulkan, Menghimpun dan
mensistimatisasikan/mengolah data dan informagiapahan
yang mencakup data pengukuran bidang tanah, daémngio
tanah, data penetapan hak atas tanah, data peadatfsémah,
data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pert@anfaa
tanah, data landreform, data konsolidasi tanah,a dat
pengolahan, pengendalian dan pemberdayaan masyatatea
sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta alark
pertanahan.

7. Melakukan urusan administrasi kesejahteraan pegawai
meliputi penyelesaian jaminan hari tua (TASPENYrassi
kesehatan, BAPPERTARUM.

8. Menyiapkan usulan formasi kebutuhan pegawai dilimgjan
Kantor Pertanahan untuk disampaikan ke Kantor Vahay
BPN.

9. Menyiapkan usulan peserta calon tugas belajar gikadi dan
latihan serta calon peserta ujian dinas bagi pegawa
dilingkungan Kantor Pertanahan serta menyiapkanlaosu
rencana pengembangan karier pegawai ke Kantor Wilay
BPN.

10.Membuat daftar nominatif pegawai yang memenubhi
persyaratan untuk kenaikan pangkat dan menyiapkaram

kenaikan pangkatnya.
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11.Menyiapkan surat usulan pensiun, usulan hukumaplidike
Kantor Wilayah BPN.

12.Menyiapkan dan menyelenggarakan pengambilan sumpah
atau janji PNS, PPAT, Surveyor berlisensi, kenailgaji
berkala, cuti, pengangkatan dalam jabatan sertaasinut
kepegawaian dilingkungan Kantor Pertanahan.

13. Menyiapkan dan menghimpun bahan dalam rangka:

Penyusunan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)

daftar hadir dan formulir-formulir dibidang kepegaan.

e Usulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
pejabat fungsional ke Kantor Wilayah BPN.

e Usulan calon penerima tanda kehormatan dan peragrarg
lainnya.

* Penyusunan rencana mutasi, promosi dan kenaikagkaian
sesuai kewenangan.

* Penyusunan perjalanan dinas dan daftar inventarisas
penggunaan kendaraan dinas dilingkungan Kantor
Pertanahan.

* Penyusunan konsep surat keputusan penunjukan ganiti

pengadaan barang dan jasa, pejabat pengadaan hiamang

jasa, panitia pemeriksa dan penerimaan barang,efmag

barang serta SK penanggungjawab kendaraan dinas.
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* Penyiapan sarana dan prasarana serta petugas Yakef
profesional untuk pelayanan, yang meliputi pelapana
informasi, penerimaan/penelitian berkas,
pembayaran/keuangan dan penyerahan produk.

* Penyiapan usulan bagi tenaga administrator perggelol
komputerisasi pelayanan, data dan informasi pentamna

* Pelayanan data dan informasi baik berupa dataatiigiau
analog yang dibutuhkan pimpinan.

* Penyiapan bahan koordinasi pelayanan pertanahan.

« Penyiapan bahan pelaksanaan tugas-tugas kehumasan.

14.Memelihara dan mengelola data dan tata naskah adigid
kepegawaian.

15.Menyusun rencana kebutuhan dan melakukan urusan
pengadaan barang-barang inventaris, blanko dan taligt
kantor (ATK).

16.Menerima, mengagenda  surat-surat  masuk  serta
mendistribusikan pada masing-masing unit kerjangidungan

Kantor Pertanahan serta melakukan penomoran dan

penggandaan surat-surat serta mengirim surat keluar

17.Melakukan urusan protokoler, menyiapkan tempat trapa
sarana dan jamuan untuk rapat dan persiapan lairseyta
mengurus penggunaan sarana fisik dan sarana lainnya

dilingkungan Kantor Pertanahan.
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18.Melakukan urusan keamanan, ketertiban dan kebersiha
kantor serta penyiapan upacara/apel.

19.Melakukan inventarisasi, penyimpanan, dan usulan
penghapusan barang-barang inventaris dilingkungantdf
Pertanahan serta melakukan pendistribusian bararzgndy
inventaris, blanko (Sertipikat, PPAT dan Daftar-2aflsian),
ATK, kepada unit kerja dilingkungan Kantor Pertaamah

20.Mengkoordinasikan  pengelolaan loket pelayanan dan
pembinaan petugasnya.

21.Melaksanakan pemeliharaan serta perbaikan sarama da
prasarana kantor.

22.Menyiapkan dan menghimpun bahan dalam rangka
penyusunan:
» Laporan Barang Milik Negara (BMN) dari daerah.
e Laporan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

(UAKPB) Kantor Pertanahan ke Kanwil BPN.
 Laporan keadaan pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) dilingkungan Kantor Pertanahan.

23.Mengarsipkan surat-surat dinas dan warkah suratitiisan
hak.

24.Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengurapulk
bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah mengenai

urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapanahr
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tangga, sarana dan prasarana, koordinasi pelaymnemahan
serta pengelolaan data dan informasi pertanahan.
25.Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait.
26.Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaisan
pekerjaan dalam melakukan urusan surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan
prasarana, koordinasi pelayanan pertanahan sertgelpégan
data dan informasi.
27.Mengumpulkan dan mengidentifikasi isu-isu strategis
pertanahan untuk disampaikan kepada Kepala Kantor
Pertanahan melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
28.Menyiapkan bahan-bahan koordinasi penelitian dan
pengembangan.

29. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpina



1.8. Sarana dan Prasarana

Tabd 1.1
Sarana dan Prasarana
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0. FasilitasKerja Kondisi

1 | Gedung (dua lantai) Baik 2 Gedung
2 | Ruang kerja Baik 1 Ruang
3 | Ruang ber-AC Baik 1 Ruangt
4 | Ruang arsip Baik 1 Gedung
5 | Perangkat komputer Baik 5 Unit
6 | Ruang rapat Baik 1 Ruang
7 | Telepon/mesin fax Baik 2 Unit

8 | Meja kerja Baik 12 Unit

9 | Printer Baik 3 Unit
10 | Scanner Baik 2 Unit
11 | Mesin fotokopi Baik 1 Unit
12 | Televisi Baik 1 Unit
13 | Sofa tamu Baik 2 Set
14 | Cofee desk Baik 1 Unit
15 | Toilet Baik 2 Ruang

Keterangan: *) ketika penulis melaksanakan praktek kerja, bap® ruangan

sedang dalam renovasi, salah satunya ruangan yamgigptempati

yang saat itu sedang dipasangi AC.
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1.9. Lokas dan Waktu Praktek Kerja L apangan
19.1. Lokas Praktek KerjaLapangan
Adapun tempat pelaksanaan PKL ini adalah di Badan
Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Barat, ysarglamat
di JI. Soekarno Hatta No.586 Bandung - Telpon (02262057

Gambar 1.4
Peta Badan Pertanahan Nasional Kanwil Jabar

(Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat )
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1.9.2. Waktu Pelaksanaan PKL
Adapun tanggal pelaksanaan PKL ini adalah padagtdrig
Juli hingga 5 Agustus 2010. Yang dimulai dari #enin hingga
Jumat. Jam kerja setiap hari dimulai dari pukuBOAVIB sampai
dengan pukul 15.00 WIB. Untuk hari Sabtu dan Minggundiri

kegiatan aktifitas kerja libur.



